BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kehadiran PP 24/2022 bagi pelaku ekonomi kreatif mungkin menjadi
angin segar kala itu. Akan tetapi, permasalahan selanjutnya justru terkait dengan
bagaimana untuk melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual itu sendiri.
Pada akhirnya, para pihak terus mencari lembaga apa yang tepat untuk
memberikan pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan
pembahasan Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1) Koperasi telah ada dan dimanfaatkan sejak sebelum Indonesia merdeka.
Hingga kini koperasi masih eksis sebagai lembaga keuangan yang mudah
menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota untuk anggota.
Keunggulan koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi para pelaku
ekonomi kreatif ini diantaranya adalah; didirikan atas dasar kekeluargaan
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan
besarnya usaha jasa masing-masing anggota; balas jasa terbatas pada
penyertaan modal; mengutamakan kesejahteraan anggota; dan kedudukan
jaminan dalam pengajuan pembiayaan pada koperasi bersifat opsional.
Sebagai lembaga keuangan mikro, berdasarkan kajian pembahasan Bab IV
penulis menarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan lembaga
pembiayaan yang relevan bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif. Ketentuan
yang sama yakni PP 24/2022 tetap berlaku bagi koperasi sebagai lembaga
pembiayaan tersebut. Calon anggota koperasi dapat menentukan jenis jenis
koperasi yang akan dimanfaatkannya sebagai lembaga pembiayaan sesuai
dengan kebutuhannya. Dengan adanya SPI yang dicanangkan akan
diberlakukan juga memberikan peluang bagi koperasi untuk menjalankan
PP 24/2022 untuk berkontribusi terhadap UMKM pelaku ekonomi kreatif.
Meskipun sebenarnya, telah ada beberapa UMKM yang memanfaatkan
koperasi sebagai lembaga pembiayaan, namun keberadaan dan fungsinya

masih perlu dioptimalkan.
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2) Terdapat bermacam-macam kriteria UMKM berdasarkan undang-undang
yang berlaku. Berdasarkan Bab IV, baik usaha mikro, kecil, maupun
menengah dapat mengajukan pembiayaan terhadap koperasi. Akan tetapi,
perlu juga memperhatikan ketentuan dalam UU UMKM yang
menghendaki pengoptimalan koperasi bagi usaha mikro dan kecil.
Sementara untuk usaha menengah lebih ditekankan pada akses
pembiayaan melalui pasar modal dan semacamnya. Hal ini dapat
dimengerti apabila melihat penggolongan UMKM berdasarkan modal
usaha dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro dan kecil lebih relevan
disandingkan dengan lembaga pembiayaan dengan skala yang sama, yakni
lembaga keuangan mikro, salah satunya adalah koperasi. Dengan tunduk
pada ketentuan yang sama pada PP 24/2022, apabila UMKM pelaku
ekonomi kreatif tersebut mengajukan pembiayaan pada koperasi, syarat
yang perlu ditekankan adalah terkait dengan status keanggotaan yang
dimiliki. Sebelum mengajukan pembiayaan, maka UMKM pelaku
ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta tersebut juga harus menjadi
anggota dari koperasi tersebut sehingga ia dapat memperoleh manfaat
sebagai anggota, salah satunya adalah mendapat akses pembiayaan. Hal
lain yang perlu diperhatikan adalah UMKM pelaku ekonomi kreatif
tersebut juga harus memastikan bahwa hak cipta yang dimilikinya telah
dicatatkan. Hal ini dikarenakan koperasi juga perlu menilai sertifikat bukti

pencatatan kekayaan intelektual tersebut.

5.2 Saran

Dalam melakukan pengoptimalan koperasi sebagai lembaga pembiayaan
bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif di Indonesia tentu ditemukan tantangan.
Oleh karenanya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dan para pemangku
kepentingan lain untuk mewujudkan pengoptimalan tersebut. Berdasarkan hasil
analisis, Penulis berkesimpulan bahwa setidaknya terdapat hal-hal yang dapat
dilakukan pemerintah untuk mendorong pemajuan UMKM yang bergerak di
sektor ekonomi kreatif melalui pemberdayaan koperasi sebagai lembaga

pembiayaan alternatif, diantaranya adalah:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mengakomodir kepentingan para pelaku ekonomi kreatif, melalui
pengaturan mekanisme pembiayaan pada koperasi dalam undang-undang
koperasi yang akan datang;

Pembinaan terhadap para anggota maupun pengurus koperasi terkait
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota maupun pengurus
koperasi agar dapat menerapkan prinsip GCG pada koperasi dan
mengantisipasi dari adanya miss management atau pengelolaan yang buruk
dari koperasi,

Pemerintah dapat mendukung UMKM pelaku ekonomi kreatif ini dengan
optimalisasi lembaga pembiayaan bagi UMKM utamanya koperasi;
Mengembalikan citra koperasi dengan memberikan sosialisasi yang baik
kepada masyarakat terkait dengan kegunaan dan manfaat koperasi sebagai
lembaga pembiayaan;

Memberikan batasan pembeda yang pasti terkait dengan terbaginya
koperasi menjadi koperasi close loop dan open loop untuk menjaga
wilayah usaha masing-masing koperasi. Sehingga dalam kaitannya dengan
pemerintah yang bertanggung jawab bagi masing-masing koperasi tersebut
berbeda, maka pemerintah perlu memastikan pengaturan kedua koperasi
tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan;

Pemerintah dapat memberikan dukungan bagi pelaku UMKM yang
memiliki hak cipta untuk mencatatkan hak ciptanya melalui sosialisasi,
pendampingan, workshop, dan semacamnya.

Melakukan optimalisasi dan pengawasan terhadap Lembaga Penilai.
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